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RANCANGAN
PERATURAN DESA SIWURAN KECAMATAN MADURAN KABUPATEN LAMONGAN.
NOMOR......... TAHUN 2012
TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SIWURAN

Menimbang

Mengingat

TAHUN'ANGGARAN 2012
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SIWURAN.

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten
Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk
menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Siwuran Tahun Anggaran 2012 dengan Peraturan
Desa.

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia 4587);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia 4593);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Desa;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah;



8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Lamongan Tahun 2001 Nomor 35); ‘

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 téntang Alokasi
Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E)
g sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan
X Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007
T _ Nomor 1/E);
- ' 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang
Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran
Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang
Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun
2006 Nomor 11/E);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang
Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);

E 14, Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang
B ‘ "~ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun
K Anggaran 2012 (Lembaran Dasrah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor
16); |

15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 fentang Pedoman

: ~ Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah
R Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);

16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun
Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor
58);

17. Peraturan Desa Siwuran Nomor 03 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa .

Memperhatikan : . Berita Acara BPD tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
| MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA .SIWURAN. TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA DESA .SIWURAN TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Siwuran Tahun Anggaran 2012
sejumlah Rp .693.858.500 .( Enam ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus
limapuluh delapan ribu liamratus rupiah) ,



Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal
1 terdiri dari :

a. Pendapatan Rp. 693.858.500
b. Belanja

1) Langsung Rp. 570.248.500

2) Tidak Langsung Rp. 123.610.000
¢. Pembiayaan

1) Penerimaan Rp. -

2) Pengeluaran Rp. -

Pasal 3
Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Penjabaran mengenai teknis pelaksanaan dalam Peraturan ini, diatur lebih lanjut
dengan Peraluran Kepala Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Siwuran
Rebruari 2012




Lampiran | : Peraturan Desa Siwuran

Nomor :

Tanggal : 20 Pebruari 2012
Perihal : APBDesa

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA SIWURAN KECAMATAN MADURAN

TAHUN ANGGARAN 2012~ .
TAHUN TAHUN
KODE REKENING URAIAN SEBELUMNYA BERJALAN
(Rp.) (Rp.)
1 2 3 4
1 PENDAPATAN :
1.1|Pendapatan Asli Desa 271,764,250 210,832,000] -
1141 Hagll Usaha Dosa 32,000,750] - 25,282,000
111 Hasl Usaha Hippa m,,:_zs&@u
142 Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa 72,250,000 72,250,000
1.1.2.1 Tanah Kas Desa 72,250,000 72,250,000
1.1.21.1 Sewa Bengkok Kades 25,0000 25,000,000]
1.1.21.2 Sewa Bengkok Perangkat Desa 32,250,000 32_’,250 000
1.1.2.1.3 Sewa Bengkok Eks.Sekdes PNS 10, ﬂm 000 10,500,00
1.1.2.1.4 Sewa tanah Desa Lainya 4,500,000 500,000
1.1.3 Hasii Swadayadan Partisipasi 119,063,600 90,800,000
1,1.31 Swadaya tanah bekas Gogelan dan Yasan 78, 798 000 49, 500 000
1,1.3.2 swadaya penunjang ADD dan Bansun 0,000] 5,000,000
1.1.3.3 luran Dana PHBN dan PHBI 5.365 500 7 7,500,000
1.1.34 Swadaya Polosomah 18,900,000 18,900, 000
1.14 Hasll Gotong Royong 10,000,000 10,000,800
1.1.4.1 Gotong Royong di nilai dangan uang 10,000,000 0,000,000
1.1.5 Lain lain Pendapatan Asli Desa yang Sah 48 450.000 22,400, ooo
1.1.5.1 Hasil Hand Trakior 1,500,000 1,000,000}
1.15.2 Pungutan Atministrasi Surat menyurat 250,000] 50
1.1.5. Pungutan {ji Keramaian /Kesenian 50, mﬂl 350,0
1.1.5. Pungutan Jual Beli sawah 1,000,000} 500,
1.1.5.7 [Pungutan NTCR 350,000] 300,000
1.1.58 Hasil Infag dan Shodakoh 20,000,000} 20,000,000
1.1.5.9 Hasil lelang Tambangan 25,000,000} 0
1.2__|Bagl Hasll Pajak 2,576,500 2,676,800
1.21 Bagi hasil Pajak Kabupaten 0 )
1.2.2 Bagi Hasil PBB 2,576,500 2,576,500
1.3 [Bagi Hasil Retribusi 0 0
1.4 |Bagian Dana Perimbangan Keuanga 47,000,000 47,000,000
Pusgat dan Daerah :
{141 ADD 41,500,000.00 41,500,000.00
1.4.2 Bansun ,600,00 5,500,000
~[Bantuan Kouat;gan Pemerintah,Propinsi
18 Kabupaten /Kota,dan Desa Lainya 168,986,000 433,450,000
1.6.1 Bantuan Keuangan Pemerintah 126,796,000 0
1.5.1.1 Jalan Rabat beton masuk Desa(PNPM) 126,795,000 0
1.6.2 Bantuan Keuvangan Pemerintah Propinsi - 300.000,000.00
1.5.2.1 Bantuan Keuangan Desa ( BKD) - 300,000,000.00
Bantuan Kouangan Pemerintah
153 Kabupaten/Kota N 42,200,000 133,460,000
Dana Tambahan Penghasilan Tetap
1831 Kepala Desa dan Perangkat Desa 36,400,000 38,400,000
1.5.3.2 Tunjangan Penghasilan BPD 2,800,000 2,800,000]
1533 Asuransi Kepala Desa 1,000,000} 1,000,000
1.5.34 Bantuan Pembangunan Kantor/Balai Desa - -
1.63.5 Bantuan puma Bhakti Perangkat Desa - .
1.5.3.6 Bantuan Pemilihan Kepala Desa - -
1.5.3.7. Bantuan Program E-KIP 1,000,000
1.5.3.8 Bantuan Program Jalan Usaha Tani - 91,250,000.00
1.54 Bantuan Keuvangan Desa Lainya
1.5.4.1 Tunjangan Kinetja Sekdes PNS 0 0
1.8 |Hibah
1.6.1 Hibah dari Pemerintah .
1.6.2 Hibah darl Pamerintah Propinsi
1.6.3 Hibah dari Pemerintabh Kabupaten/Kota
1.7__|Sumbangan Pihak Ketiga - -
Jumlah Pendapatan - -
(1.441.201,341.441.6+1.8¢1.7) 490,335,750 . 693,858,500




1 2 3 4
12 BELANJA
2.1|Belanja Langsung (2.1.1+2.1.2+2.1.3) 368,410,260 570,248,500
2441 Belanja Pegawai/Honorarium 4,688,260 6,038,600
2.1.1.1 Honorarium Petugas pemunggut dana sawah 0 0
2.1.1.2 Honorarium Petugas pemungut gotong royong 0 0l
2.1.1.3 Honorarium Kasatgas/ Wakasatgas Linmas 250,000 _250,000
2.1.1.4 Honorarium Petugas K 3 L Balai Desa 0 0
2.1.1.5 Honorarium KPTD 500,000 250,000
2.1.1.6 Honorarium PKBD 250,000 _ 250,000
21.1.7 Honorarium Sub PKBD 250,000 600,000
2.1.1.8 Honorarium Kader Gizi 300,000 300,000
2.1.19 Honorarium 7 Ketua RT 1,400,000 2,100,000
2.1.1.10 Honorarium 2 Ketua RW 400,000 600,000
21.1.11 Hongrarium Pengurus LPM 500,000 500,000
2.1.1.12 Hongrarium Petugas pemungut PBB 1,288,250 1,268,250
21.2 Belanja Barang/Jasa 363,322,000 664,210,000
21.21 Belanja Petjalanan Dinas 2,940,000 3,240,000
2.1.2.1.1 Belanja Perjalanan Dinas Kepala Desa 600,000 600,000
21.2.1.2 _|Belanja Perjalanan Dinas Sekretaris Desa 540,000 | 540,000
21213 Belanja Perjalanan Dinas Urusan Umum 360,000 420,000
2.1.214 Belanja Perjalanan Dinas Urusan Keuangan 360,000 420,000
21.2.15 Belanja Perjalanan Dinas Kasi Pemerintahan 360,000 420,000
21.2.16 Belanja Perjalanan Dinas Kasi Ekbang. 360,000 420,000
21.2.1.7 Belanja Perjalanan Dinas Kasi Kesmas. 360.00 360,000 420,000
2.1.2.2 Belanja Bahan /Materlal 364,932,000 560,970,000
2.1.2.2.1 Pemblayaan ATK 1,500,000 1,500,000
21.222 Peralatan Kantor 1,000,000 1,000,000
2.1.2.2.3 Perlengkapan Kantor 2,500,000 2,500,000
2.1.2.2.4 Biaya rapat rapat 1,000,000 1,120,000
2.1.225 Pembayaran Rekening listrik 650,000 850,000
21,226 Pemeliharaan Gedung/Kantor 15,000,000 16,000,000
21227 Pemeliharaan jalan Desa 15,600,000 5,000,000
21.2.28 Pemeliharaan Sarana HIPPA 16,273,000 10,000,000
21.2.29 Belanja Pembangunan Masjid 144,664,000 88,400,000
2.1.2.2.10 Belanja Pembangunan Jin Rabat beton(ADD) 34,050,000 34,050,000
12.1.22.11 Belanja Jin. Rabat beton (Bansun) 5,500,000.00 | 10,000,000.00
2.1.2.2.12 Belanja Pembuatan,Perdes,LPPD LKPJ. 1,000.000.00 500,000.00
2.1.2.213 Belanja Pengerukan dan pembangunan -
Plengsengan irigasi pertania
"12.1.2.2.14 Belanja pembangunan Jalan Usaha Tani 91,250,000
2.1.2.2.15 Belanja Pembanguna jlin Rabat beton(PNPM) 126,795,000 0
213 Belanja Modal 0 0
2.2 |Belanja Tidak Langsung 121,925,500 123,610,000
(2.2.142.2,2+42.2.3+2.2.4+2,2.5)
2.2.1 Belanja Pegawal/Penghasilan tetap 97,600,000 97,600,000
2.2.1.1 Belanja Pegawai/Penghasilan tetap Kades 33,400,000 33,400,000
2.2.1.1.1 Penghasilan tetap Kepala Desa 25,000,000 25,000,000
2.2.1.1.2 TPAPD Kepala Desa 8,400,000 8,400,000
2212 Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap Sekdes 5,000,000 5,000,000
2.2.1.2.1 Tunjangan kinerja Sekretaris Desa 5,000,000 5,000,000
2213 BelanjaPegawai/Penghasilan tetap Kasun
2.2.1.3.1 Penghasilan tetap Kepala Dusun 0 0
22132 TPAPD Kepala Busun . 0 0
2214 Belanja Pegawai/Penghasilan (etap Kaur/Kasi 65,000,000 56,000,000
2.2.1.4.1 Penghasilan tetap Kaur/Kasi 25,000,000 25,000,000
22,142 TPAPD KasifKaur 30,000,000 30,000,000
2.2.1.5 Betanja Pegawal/Penghasilan tetap BPD 4.200.0007 4,200,000
2.2.1.5.1 Representatif BPD 1,400,000 1,400,000
22152 Tunjangan BPD 2,800,000 2,800,000
2.2.2 Belanja Hibah 0 0
223 Belanja Bantuan Sosial 11,115,500 12,800,000
2.2.31 Kegiatan PHBN/PHBI 6,365,500 7,500,000
2.2.3.2 Kegiatan Posyandu 250,000 250,000
2233 Kegiatan Lomba Desa 0 0
2.2.3.4 Kegiatan Bersih Desa/Ritual Desa 4,500,000 5,050,000




2 3 4

2.2.4 Belanja Bantuan Keuangan 10}10.000 11,210,000
2241 Operasional Pemerintahan Desa 2,500,000 3,000,000
2242 Operasional BPD 2,500,000 2,500,000
2243 Operasional LPM dan PKK 5,000,000 5,000,000
2244 Operasional Penanggung Jawab Bandes/ADD 260,000 260,000 |-
2245 Operasional PJOK 240,000 240,000
2246 Operasional PJ AK/Bendahara 210,000 210,000
2.2.5 Belanja Tak Terduga 2,500,000 2,000,000
2251 Kegiatan Pilgub 0 0
2252 Kegiatan Pileg dan Pilpres 0.00 0.00
2253 Bencana Alam 0 2,000,000
2254 Keadaan Darurat 2,500,000 -

JUMLAH BIAYA (2.1+2.2) 490,335,750 693,858,500

3.1{Penerimaan Pembiayaan - -

3141 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) S =

Tahun sebelumnya
3152 Hasil penjualan kekayaan desa yang = -

dipisahkan
313 Penerimaan Pinjaman - -

3.2|Pengeluaran Pembiayaan S =

3.2.1 Pembentukan Dana Cadangan - -
3.2.2 Penyertaan Modal Desa - -
3.2:3 Pembayaran Hutang - -

JUMLAH PEMBIAYAAN (3.1- 3.2)

—

KErALA DESH | 2




-
|~

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD) |

DESA SIWURAN KECAMATAN MADURAN

KABUPATEN LAMONGAN

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIWURAN KECAMATAN' MADURAN

~ Menimbang

Mengingat

NOMOR: 188......../413.310.15.1/2012 -
TENTANG

PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA SIWURAN TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SIWURAN

TAHUN ANGGARAN 2012 _
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIWURAN

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten -
Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk
menyesualkan dengan Peraturan Menteri Dalam Neger Nomor 37 tentang -
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang periu menetapkan
Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Siwuran tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Siwuran Tahun Anggaran 2012 dengan
Keputusan Badan Pennusyawaratan Desa.

1.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
{Lembaran Negara Republik Indonesla Tahun 2004 Norior 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telzh
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahuin 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik indonesia Nomor 4844); _

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5234);
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 teniang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia 4587); '

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik indonesia 4593);

.- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Desa;



Memperhatikan

Menetapkan

10.
1.
12,

13.

14,

15,

" 16.

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belenja Desa (Lemberan Daerah Kabupaten
Lamongan Tahun 2001 Noemor 35);

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang .
Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006
Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten
Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);, |

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang
Pedoman Susunan Organisasi dan Tala Kerla Pemerintahan Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2008 Nomor 6€); - -
Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tehun 2006 tentang
Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daersh

'Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E);

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaien Lamongan
Tahun 2006 Nomor 11/E); )
Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor - Tahun 2011 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun
Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011
Nomor / );

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang
KedudukanKeuanngepalaDesadeemgkatDesa(Lembamn
Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tantang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daesah Kabupaten Lamongan Tahun
Anggaran 2012 (Lembaran Daersh Kabupaten Lamongan Tahun 2011
Nomor 16); '

Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun.2002 tentang Pedoman -
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);

Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun
Anggaran 2012 (Lembaran Daersh Kabupaten Lamongan Tahun 2011

- Nomor 58);
17.

Peraturan Desa Siwuran Nomor. 03 Tahun' 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa .

Berita acara rapat Badan Penusyawaraian Desa Stwuran membehas
rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Peudapatan dan Belanja Desa
Siwuran tahun anggaran 2012,

\\

MEMUTUSKAN :

. PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN -DESA TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SIWURAN TAHUN
ANGGARAN 2012,

Pasal 1

Menyetujul rancangan Pefaturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan

- Belanja Desa Siwuran Tahun Anggaran 2012,



Pasal 2
Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraiaﬁ dari
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan

sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan. '

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Siwuran
Pada tanggal : 22 Pebruari 2012

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIWURAN

—_—

—————

7= /
-~ NURHASYIM SALIM



"o o}
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BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA SIWURAN KECAMATAN MADURAN
KABUPATEN LAMONGAN

BERITA ACARA PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA SIWURAN
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SIWURAN KEC.
MADURAN
TAHUN ANGGARAN 2012
Nomor : 027/ ....... /413.310.15.1 / 2012

" Pada hari ini Rabo, tanggal dua pulu dua, bulan Pebruari Tahun Dua Ribu Dua

~ Belas, bertempat di Balai Desa Siwura. Kecamatan Maduran. Ménindaklanjuli usulan

Kepala Desa Siwuran perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa Siwuran Tahun Anggaran 2012, Badan Permusyawaratan Desa Siwuran.

mengadakan rapat membahas rancangan Perdes tersebut.

Setelahmelalmpembahasanbe:samaKepalaDm danmeperhatlkanusuldan
saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Siwuran menyatakan
menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Siwuran Tahun Anggaran 2012,

' DemkanBentaAcaraRancanganPemmraantemangAnggamn
Pendapatan dan Belanja Desa Siwuran Tahun Anggaran 2012 ini dibuat sebagai pedoman
pelaksanaan selanjutnya ‘ '

Badan Permusyawaratan Desa Siwaran,




